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Kata Pengantar

Pada 20 Desember 2006, Majelis Umum PBB Mengesahkan Konvensi Internasional Bagi Perlindungan 
Semua Orang Dari Penghilangan Paksa (Paksa (International Convention for the Protection of All Persons 
from Enforced Disappearances). Konvensi ini mulai berlaku (enter into force ) pada 23 Desember 2010, 
setelah Irak menjadi negara ke-20 yang meratifikasi Konvensi ini. Sampai dengan 25 Maret 2012, 31 (tiga 
puluh satu) negara telah menjadi Negara Pihak (State Parties), 91 (sembilan puluh satu) negara telah 
menandatangani, termasuk di antaranya Indonesia. Pemerintah Indonesia menandatangi Konvensi ini 
pada 27 September 2010, melalui Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa. Penandatangan ini merupakan 
langkah positif dalam upaya perlindungan, pemenuhan dan pemajuan HAM. Untuk itu langkah ini  perlu 
dilanjutkan dengan ratifikasi agar dapat memiliki efek mengikat secara hukum (legally binding). 

Konvensi ini merupakan salah satu landasan hukum HAM internasional yang dapat memberikan perlind-
ungan setiap orang dari penghilangan paksa, Konvensi ini dibutuhkan sebagai upaya preventif dan ko-
rektif Negara dalam menjamin perlindungan bagi semua orang dari penghilangan pakksa, mengingat 
praktik penghilangan paksa juga terjadi di Indonesia, khususnya pada masa Orde Baru, dalam kasus – ka-
sus pelanggaran HAM yang berat, seperti peristiwa 1965–1966, Timor–Timur 1975-1999, Tanjung Priok (Ja-
karta) 1984, Tragedi Talangsari (Lampung) 1989, Masa Operasi Militer (DOM) di Aceh 1989-1998 dan DOM 
Papua 1965-1996, Penembakan Misterius (Petrus) 1981-1985, Penculikan aktivis 1997/1998, dan sejumlah 
kekerasan kekinian yang potensial menimbukan terjadinya penghilangan paksa.  Lebih jauh Konvensi ini 
juga dapat melengkapi dan memperkuat regulasi nasional yang belum memiliki definisi dan pengaturan 
khusus mengenai kejahatan penghilangan paksa, misalnya dalam memperkaya revisi Undang-Undang 
Kitab Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang sedang berproses. 

Pengesahan Konvensi ini juga sejalan dengan salah satu rekomendasi DPR untuk kasus Penculikan dan 
Penghilangan Paksa 1997/1998, butir ke–4 (keempat): “merekomendasikan kepada pemerintah agar 
segera meratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa sebagai bentuk komitmen dan dukungan untuk 
menghentikan praktik penghilangan paksa di Indonesia”. Rencana ratifikasi juga telah masuk dalam Ren-
cana Aksi Nasional (RAN) HAM 2011–2014 yang telah disahkan melalui Keputusan Presiden  (Keppres) 
nomor 23 tahun 2011. 

Untuk memperkuat proses yang sedang berjalan dan mendorong langkah–langkah percepatan ratifikasi, 
Indonesian Coalition Against Enforced Disappearances yang terdiri dari terdiri dari KontraS, IKOHI, PSHK, 
Imparsial, HRWG, Elsam membuat Naskah Akademis mengenai Pengesahan Konvensi Internasional Bagi 
Perlindungan Semua Orang Dari Penghilangan Paksa. Naskah Akademis ini memberikan penjelasan men-
genai Latar Belakang dan Pentingnya Ratifikasi baik dari aspek historis, sosiologis, politis dan legalitas. 

Semoga Naskah Akademis ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi semua pihak men-
genai pentingnya ratifikasi Konvensi, dan dapat menjadi rujukan bagi para pemangku jabatan dan ke-
pentingan dalam merumuskan dan mengambil kebijakan yang terkait dengan jaminan Bagi Perlindungan 
Semua Orang  Dari Penghilangan Paksa.   

Jakarta, Maret 2012

Indonesian Coalition Against Enforced Disappearances 





DAFTAR ISI

DAFTAR ISI :

KATA PENGANTAR.......................................................................................................................................2

BAB I PENDAHULUAN.................................................................................................................................4

BAB II KEBUTUHAN INDONESIA UNTUK SEGERA MENGESAHKANKONVENSI
BAGI PERLINDUNGAN SEMUA ORANG DARI PENGHILANGAN PAKSA...................................................7

1. Belum adanya definisi khusus dan tentang kejahatan “penghilangan orang
    secara paksa” dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia........................................................ 7

2. Konvensi bagi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa sinergis dengan 
     hukum humaniter dan hukum pidana Internasional.................................................................................... 8

3. Konvensi Internasional bagi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa
     memuat definisi korban dan hak-hak korban................................................................................................ 11

4. Pengesahan Konvensi merupakan kewajiban preventif negara............................................................. 13 

5. Pengesahan merupakan kewajiban Korektif Negara................................................................................... 14

BAB III ASPEK KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN DISAHKANNYA KONVENSI INTERNASIONAL BAGI 
PERLINDUNGAN SEMUA ORANG DARI PENGHILANGAN PAKSA.........................................................16

1. Keuntungan mengesahkan Konvensi Internasional bagi Perlindungan Semua
     Orang dari Penghilangan Paksa.......................................................................................................................... 16

2. Kerugian tidak mengesahkan Konvensi Internasional bagi Perlindungan Semua
    Orang dari Penghilangan Paksa........................................................................................................................... 17

3. Peluang mengesahkan Konvensi Internasional bagi Perlindungan Semua Orang
     dari Penghilangan Paksa........................................................................................................................................ 17

BAB IV PENUTUP...................................................................................................................................... 19



4

BAB I:  
PENDAHULUAN

Kejahatan penghilangan paksa (enforced disappearance) sebagai suatu pelanggaran hak asasi manusia 
mulai mendapat perhatian besar komunitas internasional di dekade tahun 1970-an hingga pertengahan 
1980-an di wilayah Amerika Latin. Kudeta militer di banyak negeri di sana mengakibatkan puluhan ribu 
”orang hilang” di mana rezim yang berkuasa selalu berkelit lepas tanggung jawab, baik terhadap warganya 
sendiri maupun dari tekanan internasional. Secara simultan di kawasan tersebut terjadi persekusi dan 
teror - dikenal dengan istilah ”Operation Condor”- terhadap mereka yang membahayakan rezim otoriter 
militer, awalnya karena alasan ideologi politik, selanjutnya berkembang semata-mata menjadi ekspresi 
kekuasaan yang sewenang-wenang.

Pada hakikatnya, praktik penghilangan paksa pernah diterapkan jauh sebelum era ”Operation Condor” di 
Amerika Latin. Praktik kejahatan ini secara sistemik mulai dikenal luas sebagai salah satu praktik teror rezim 
Nazi di bawah perintah Adolf Hitler, dengan nama ”Nacht un Nebel Erlass/ Night and Fog Decree” pada akhir 
1941.1  Nama ”Dekrit Malam dan Kabut” ini menjelaskan secara gamblang suatu kebijakan Nazi di wilayah 
okupasinya, khususnya Eropa Barat, untuk menculik dan menghilangkan orang-orang yang dituduh atau 
dicurigai - umumnya aktivis atau oposisi politik - akan membahayakan keberadaan rezim Nazi di sana. 
Selain untuk menumpas lawan-lawan politik dan menghapuskan eksistensi diri mereka, kebijakan ini juga 
bertujuan untuk menteror dan mengintimidasi masyarakat setempat untuk tidak berani melawan atau 
membantu pihak oposisi.2  Dekrit ini diterapkan oleh Nazi untuk menghindari tekanan internasional dan 
memudahkan mereka berkelit dari segala mekanisme (hukum) Internasional yang berlaku saat itu, selain 
untuk meredam kecaman dari publik Jerman sendiri.3  

Meski praktik penghilangan paksa menjadi ”populer” lewat pengalaman Amerika Latin di masa rezim 
otoriter militer, praktik ini juga masih terjadi di tempat lain. Dalam laporan rutinnya, United Nations 
Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances (WGEID)4  selalu menampilkan temuan statistik 
kasus penghilangan paksa di mulai sejak tahun 1980, sejak pembentukannya di lingkungan mekanisme 
hak asasi manusia PBB. Dalam temuannya tersebut terlihat bahwa praktik penghilangan paksa bisa 
terjadi dalam konteks wilayah-wilayah negara yang mengalami konflik bersenjata internal (Sri Lanka, 
Rusia, Sudan, India, dan Nepal), selain juga terjadi di negara-negara ”normal” lainnya.5  Metode ini juga 
digunakan dalam “perang melawan teror” paska peristiwa pemboman 11 September 2001 di  Amerika 
Serikat. Para tersangka teroris ditangkap, ditahan, dan disiksa di banyak pusat tahanan rahasia.6  Sejak 

1 Dekritnya bisa dilihat di http://www.yale.edu/lawweb/avalon/imt/nightfog.htm
2 Umumnya para korban dibawa ke suatu pusat tahanan sambil menunggu proses eksekusi. Para petinggi Nazi saat itu 
percaya bahwa hukuman paling berat dengan efek jera paling menakutkan adalah hukuman mati atau penghilangan paksa 
yang memiliki efek teror bagi keluarganya atau masyarakat umum lainnya karena tidak mengetahui keberadaan si korban.
3 Praktik dari “Dekrit Malam dan Kabut” ini dibahas dalam Pengadilan Nuremberg - pengadilan militer internasional 
untuk mengadili para penjahat Nazi di masa Perang Dunia II - dalam persidangan Wilhelm Keitel (Komandan Angkatan 
Bersenjata Nazi-Jerman) yang juga penanggung jawab utamanya. Wilhelm Keitel merupakan orang pertama yang divonis 
karena melakukan kejahatan penghilangan paksa (namun sebagai bagian dari “kejahatan perang/war crimes”, bukan sebagai 
kejahatan kemanusiaan/“crimes against humanity”). Akan tetapi, tidak didapat jumlah pasti korban dari praktik penghilangan 
paksa ini.
4 United Nations Working Group on Enforced Disappearances (WGEID) adalah sebuah kelompok kerja yang dibentuk oleh 
Komisi Hak Asasi Manusia PBB berdasarkan resolusi 20 (XXXVI) tertanggal 29 Februari 1980 dengan mandat untuk to memeriksa 
segala permasalahan yang terkait dengan penghilangan paksa. Mandat WGEID kembali diperbaharui melalui resolusi A/
HRC/16/16 yang diadopsi oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada tahun 2011.
5 Laporan WGEID kepada Majelis Umum PBB pada 26 Januari 2011, UN Doc. A/HRC/16/48, hal. 140-149.
6 Temuan ini didasari pada berbagai investigasi formal yang dibuat para pemerintah atas proyek “extraordinary rendition” 
di bawah Rezim George Bush Jr. yang menghasilkan berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Salah satu investigasi 
tersebut dilakukan atas perintah Presiden Barrack Obama. Untuk kajian terbaik tahanan rahasia dan implikasinya terhadap 
pelanggaran hak asasi manusia bisa dilihat pada studi bersama para Pelapor Khusus PBB, Martin Scheinin (Pelapor Khusus 
PBB Masalah Hak Asasi Manusia dalam Pemberantasan Terorisme), Manfred Nowak (Pelapor Khusus PBB Masalah Penyiksaan), 
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didirikannya, WGEID telah menerima pengaduan dari keluarga korban atau pendampingnya sebanyak 
53.337 kasus, di mana sebagian besarnya (42.633 kasus) tidak diklarifikasi oleh delapan puluh tiga negara 
yang bersangkutan.7  

Dianggap sebagai salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang paling hina, praktik penghilangan 
paksa kemudian juga mengundang kecaman dan melahirkan salah satu gerakan hak asasi manusia yang 
paling populer. Mothers of the Plaza de Mayo di Argentina ini dianggap sebagai salah satu icon gerakan 
(keluarga) korban yang paling legendaris. Berkat ketekunan dan keberanian - padahal dengan metode 
yang sederhana; aksi diam mingguan- kelompok ibu-ibu ini mampu menggerakan inisiatif pihak lain -baik 
regional maupun internasional- untuk melawan praktik penghilangan paksa di Argentina dan di penjuru 
dunia lainnya.8  

Tidak berhenti pada gerakan protes keluarga korban dan gerakan solidaritas lainnya, isu penghilangan paksa 
juga mendorong terjadinya perubahan institusional dalam mekanisme hak asasi manusia internasional 
yang saat itu masih relatif terbelakang di bandingkan saat ini. Suatu kelompok kerja dalam mekanisme 
hak asasi manusia PBB, United Nations Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances (WGEID)9   
yang dibentuk pada 1980 untuk menjembatani suara dan tuntutan korban terhadap pemerintah mereka 
melalui forum multilateral, yaitu Komisi Hak Asasi Manusia PBB (UN Human Rights Commission). Lewat 
WGEID ini pula mulai diidentifikasi “legal gap” dari instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional 
terkait dengan penghilangan paksa. Pada saat itu, penghilangan paksa tidak diatur secara spesifik sebagai 
suatu kategori pelanggaran hak asasi manusia yang otonom. Hasil akhirnya adalah suatu draft konvensi 
tersendiri tentang penghilangan yang dibuat oleh WGEID pada tahun 2006, yaitu Konvensi Internasional 
bagi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa (International Convention for the Protection of All 
Persons from Enforced Disappearances, CPED – selanjutnya disingkat “Konvensi”) yang kemudian diadopsi 
oleh Resolusi Majelis Umum PBB (A/RES/61/177) pada 20 Desember 2006.10  

Hingga tulisan ini dibuat, Konvensi ini telah berlaku (enter into force) sejak 23 Desember 2010 (setelah 
ratifikasi negara ke-20) dengan jumlah Negara Pihak (State Parties) 29 dan 88 negara penandatangan 
(termasuk  Indonesia). 

Pengesahan (ratifikasi atau aksesi) Konvensi jelas didukung oleh komunitas korban dan organisasi hak 
asasi manusia di Indonesia. Menariknya, Pemerintah RI menujukkan komitmen positif ke arah pengesahan 
Konvensi. Hal ini bisa dilihat dari berbagai pernyataan pejabat negara di berbagai forum.11  Bahkan di 

Shaheen Sardar Ali (mewakili Kelompok Kerja PBB Masalah Penahanan Sewenang-Wenang), dan Jeremy Sarkin (mewakili 
Kelompok Kerja PBB Masalah Penghilangan Secara Paksa) dengan judul Global Practice in Relation to Secret Detention in the 
Context of Countering Terrorism, UN Doc. A/HRC/13/42, 19 Februari 2010. Lihat juga T. Scovazzi dan G. Citroni, “The Struggle 
against Enforced Disappearance and the 2007 United Nations Convention” (Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2007),  hal. 62-
72.
7 Ibid., hal. 6. Dari puluhan ribu kasus-kasus tersebut, WGEID tidak menerima pengaduan kasus penghilangan paksa 
yang diduga dilakukan oleh aktor-aktor non-negara seperti kelompok teroris atau pemberontak  bersenjata.
8 Kepopuleran mereka misalnya, bisa dilihat dari “persembahan” komposisi lagu oleh dua artis terkenal skala 
internasional: Sting yang menggubah lagu “They Dance Alone” dan U2 dengan lagunya “Mothers of the Disappeared”. Keduanya 
digubah pada tahun 1987.  Entah disengaja atau tidak, berkat kampanye anti penghilangan secara paksa global, penggunaan 
kata penghilangan paksa dalam bahasa Inggris “disappear” juga berubah, dari yang merupakan frasa kata kerja intransitif (tidak 
memerlukan objek) menjadi frasa kata kerja transitif, hingga bisa berlaku istilah “to be disappeared  atau dihilangkan”.
9 Supra note, no. 5.
10 Sebelum lahirnya International Cosnvention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearances (CPED), 
Declaration for the Protection of All Persons from Enforced Disappearances lahir dari Resolusi Majelis Umum PBB pada 1992, dan 
dua tahun berikutnya sebuah instrumen regional lahir, yaitu Inter-American Convention on Forced Disappearances of Persons.
11 Pernyataan ini ditegaskan oleh Menlu Hassan Wirajuda -pada 22 Juni 2006 di Jenewa, Swiss- yang mewakili Indonesia 
sebagai anggota Dewan HAM PBB (UN Human Rights Council) yang baru terbentuk saat itu menggantikan Komisi HAM PBB 
(UN Human Rights Commission). Pernyataan lengkapnya bisa dilihat pada: http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/
docs/statements/indonesia.pdf. Juga bisa dilihat pada pernyataan Menteri Hukum dan HAM saat itu, Hamid Awaluddin dalam 
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penghujung masa tugasnya, DPR RI (periode 2004-2009) mengajukan rekomendasi untuk pengesahan 
Konvensi sebagai bagian dari upaya menyelesaikan masalah penghilangan paksa aktivis 1997-1998. 
Upaya positif ini setahap lebih maju ketika Pemerintah RI, lewat Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa 
menandatangani Konvensi ini pada 27 September 2010 di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat.

Dalam konteks Indonesia, pelanggaran hak asasi manusia yang dianggap bersifat sistemik tidak selalu 
identik dengan penghilangan paksa sebagaimana yang terjadi di Amerika Latin pada dekade 1970-1980-
an. Baru di penghujung kejatuhan Soeharto dan rezim Orde Baru, praktik penghilangan paksa menjadi 
perhatian publik. Saat itu diduga kuat terdapat 23 (duapuluh tiga) orang menjadi korban penghilangan 
paksa karena aktivitas politiknya. Dari jumlah tersebut 9 (sembilan) orang kembali, satu orang ditemukan 
tewas, dan 13 (tiga belas) orang lainnya masih belum diketahui keberadaannya. Meski secara kuantitas 
jumlah ini tidak sebanding dengan jumlah yang terjadi di kawasan Amerika Latin, peristiwa tersebut bisa 
dianggap sebagai pemicu reformasi politik di Indonesia.12  
Meskipun isu penghilangan paksa mulai menjadi perhatian publik di masa penghujung Orde Baru, 
sebenarnya praktik serupa pernah terjadi sebelumnya. Diduga kuat praktik penghilangan paksa juga 
terjadi di masa peralihan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru di mana terjadi persekusi terhadap 
mereka yang dituduh ”komunis” atau simpatisannya. Penghilangan paksa juga diperkirakan terjadi selama 
operasi militer dan pendudukan di Timor-Timur (1975-1999) dan beberapa bulan di sekitar referendum 
1999, periode operasi militer di Aceh pra-perjanjian damai pada 2005, dan di wilayah Papua. 13 

Selama ini pihak yang rentan menjadi korban penghilangan paksa adalah masyarakat sipil biasa yang 
berusaha menyuarakan kebenaran dan menentang rejim otoriter yang dijalankan pemerintah. Namun 
sayangnya, peraturan pemidanaan di Indonesia sendiri belum memuat tindakan penghilangan secara 
paksa tersebut sebagai sebuah tindak pidana/kejahatan. Kalaupun KUHP mengatur klausula tentang 
“penculikan”, klausula tersebut hanya menjelaskan sebuah tindak pidana yang terjadi antara orang per 
orang/antar individu dan tidak mengkonstruksikan adanya unsur “Negara/Penguasa” di dalamnya, 
yang tentunya berbeda dengan definisi penghilangan paksa dalam Konvensi ini. Hal ini yang kemudian 
menjadi kendala dalam penyelesaian kasus penghilangan paksa maupun menyeret para pelakunya untuk 
bertanggung jawab. 

Misalnya, dalam kasus penculikan dan penghilangan paksa aktivis pro demokrasi tahun 1997-1998, 
Pemerintah melalui Panglima TNI memang akhirnya melakukan upaya untuk mengungkap dan menuntaskan 
kasus ini dengan membentuk Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang kemudian membuktikan bahwa 
penculikan dan penghilangan paksa itu dilakukan oleh Kopassus yang melibatkan beberapa instansi 
militer dan polri. Namun para pelaku, yaitu Letjen. TNI Prabowo, Mayjen TNI Muchdi PR dan Kolonel Inf. 
Chairwan hanya diberi sanksi administratif oleh Pemerintah dan tidak diikuti dengan proses hukum. 

Tidak adanya mekanisme penghukuman terhadap para pelaku yang diduga terlibat kasus penghilangan 
paksa menjadi permasalahan utama, mengingat penghilangan paksa merupakan kejahatan berkelanjutan 
(continuous crime) yang memungkinkan terjadi lagi di masa yang akan datang. Tantangan Pemerintah 
Indonesia untuk segera melakukan pengesahan terhadap Konvensi Internasional bagi Perlindungan 
Semua Orang dari Penghilangan Paksa menjadi satu hal yang perlu didorong bersama, termasuk oleh 
masyarakat sipil.

High-Level Segment of the 4th Session of the UN Human Rights Council, 12 Maret 2007, http://www2.ohchr.org/english/bodies/
hrcouncil/4session/statements/%285%29Indonesia.pdf.
12 Dampak dari penculikan aktivis tersebut misalnya menghasilkan reposisi pejabat tinggi militer yang berperan besar 
dalam menentukan konfigurasi politik transisional saat itu.
13 Minimnya suatu mekanisme pengungkapan kebenaran (right to truth) formal menyebabkan sulitnya upaya konfirmasi 
dan mencari penjelasan pola praktek penghilangan paksa di negeri ini yang berguna untuk mencegah repetisi serupa di masa 
depan.



7

BAB II :
KEBUTUHAN INDONESIA UNTUK SEGERA MENGESAHKAN KONVENSI BAGI PERLINDUNGAN 

SEMUA ORANG DARI PENGHILANGAN PAKSA

II.1. Belum adanya definisi khusus kejahatan “penghilangan orang secara paksa” dalam peraturan 
perundang-undangan di Indonesia    

Hal paling penting dari kelahiran Konvensi ini adalah tersedianya suatu definisi khusus tentang kejahatan 
hak asasi manusia penghilangan paksa dan membuat statusnya sebagai suatu kategori kejahatan hak 
asasi yang independen dari kejahatan hak-hak asasi manusia lainnya.14  Sebelumnya, penghilangan paksa 
dianggap sebagai suatu kombinasi berbagai pelanggaran hak asasi manusia, seperti hak hidup, bebas 
dari penyiksaan, hak atas keamanan diri, hak mendapatkan perlakuan manusiawi selama penahanan, hak 
sebagai subjek hukum, hak atas fair trial, dan hak untuk memperoleh pemulihan harkat (right to effective 
remedy).15   Kompleksitas kategori kejahatan penghilangan paksa dan upaya mengakumulasikan berbagai 
jenis pelanggaran hak asasi manusia ternyata pada praktiknya membuat ”definisi” penghilangan paksa 
beragam, tergantung mekanisme (badan) hak asasi manusia yang ada, baik di tingkat internasional 
maupun regional. 16

Hingga saat ini, Indonesia belum mengesahkan Konvensi Internasional bagi Perlindungan Semua Orang 
dari Penghilangan Paksa meski Konvensi tersebut telah ditandatangani Menteri Luar Negeri, Marty 
Natalegawa pada 27 September 2010 lalu. Pengesahan ini penting untuk segera dilakukan mengingat 
belum adanya peraturan perundang-undangan di Indonesia yang secara eksplisit mengatur tentang 
kejahatan penghilangan paksa. Sejauh ini penghilangan paksa disebutkan dalam Pasal 33 UU No. 39 Tahun 
1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan “Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan 
paksa dan penghilangan nyawa”, namun Undang-Undang tersebut tidak memuat secara tegas definisi 
maupun mekanisme penegakan hukum terhadap kasus penghilangan paksa. Begitupun di dalam Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), kejahatan penghilangan paksa tidak diatur. Hal ini yang kemudian 
menjadi kendala dalam pengungkapan kasus penghilangan paksa.

Jika melihat Pasal 2 Konvensi Internasional bagi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa ini 
dijelaskan mengenai definisi Penghilangan Paksa:

“Untuk tujuan dari Konvensi ini, ‘penghilangan paksa’ dipertimbangkan sebagai bentuk 
penangkapan, penahanan, penculikan atau bentuk-bentuk perampasan kemerdekaan 
lainnya yang dilakukan oleh aparat-aparat Negara atau oleh orang-orang maupun 
kelompok yang bertindak dengan kewenangan, dukungan atau persetujuan dari Negara, 
yang diikuti dengan penolakan untuk mengakui adanya perampasan kemerdekaan atau 
penyembunyian nasib atau keberadaan orang yang hilang sehingga menempatkan orang 
yang hilang tersebut di luar perlindungan hukum.”

14 Hal ini bisa terlihat pada Resolusi Komisi Hak Asasi Manusia PBB 2001/46, paragraf 11, meminta suatu studi dari pakar hak 
asasi manusia internasional untuk menelaah “gap” dari hukum hak asasi manusia dan pidana internasional terkait perlindungan 
semua orang dari penghilangan paksa. Studi ini dilakukan oleh seorang pakar terkenal, Manfred Nowak. Lihat laporannya, UN Doc. 
E/CN.4/2002/71, 8 Januari 2002
15 Lihat Pasal 1(2) Declaration on the Protection of all Persons from Enforced Disappearance. 
16 Selain menguji ketentuan-ketentuan dari instrumen-instrumen hukum hak asasi manusia, hukum humaniter [Empat 
Konvensi Jenewa (Geneva Conventions) 1949 dan dua Protokol Tambahan (Additional Protocols) 1977], dan hukum pidana 
internasiona (Rome Statue of the International Criminal Court), Nowak juga menganalisa putusan-putusan badan-badan hak 
asasi manusia internasional dan regional, yaitu Human Rights Committee, Inter-American Court of Human Rights, European Court 
of Human Rights, Human Rights Chamber for Bosnia and Herzegovina. Nowak, op cit, supra note no. 14,  hal. 10-21.
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Versi resmi dalam bahasa Inggris:

“For the purposes of this Convention, “enforced disappearance” is considered to be the arrest, 
detention, abduction or any other form of deprivation of liberty by agents of the State or by 
persons or groups of persons acting with the authorization, support or acquiescence of the 
State, followed by a refusal to acknowledge the deprivation of liberty or by concealment of 
the fate or whereabouts of the disappeared person, which place such a person outside the 
protection of the law.”

Dari definisi di atas terlihat terdapat beberapa elemen utama penyusun kejahatan penghilangan paksa, 
yaitu:

Adanya perampasan kebebasan di luar kehendak/kemauan si korban � 17 ;
Tindakannya berupa penangkapan, penahanan, penculikan, atau bentuk-bentuk perampasan  �
kemerdekaan lainnya;
Dilakukan oleh aktor/agen negara atau orang/kelompok yang bertindak dengan kewenangan,  �
dukungan, atau persetujuan dari Negara18 ;
Adanya penyangkalan atas perampasan kemerdekaan tersebut atau penyembunyian nasib  �
atau keberadaan si orang yang hilang;
Menempatkan si korban di luar perlindungan hukum. �

Implikasi dari praktik penghilangan paksa terhadap si korban adalah kemungkinkan besar hak hidupnya 
dilanggar dan/atau mengalami penyiksaan. Lebih luas lagi berbagai hak-hak sipil-politik dan hak-hak 
ekonomi, sosial, dan budaya juga potensial dilanggar, meski hanya bersifat fakultatif.

Sebelum Konvensi ini berlaku hanya sedikit negara yang punya ketentuan serupa dalam hukum pidananya 
terkait definisi penghilangan paksa di atas, yakni Kolombia, Guatemala, Paraguay, Peru, dan Venezuela.19 

Disahkannya Konvensi oleh Pemerintah juga merupakan  bentuk keseriusan pemerintah terhadap keluarga 
korban penghilangan paksa yang sudah tiga belas tahun ini terus berjuang dan mengupayakan keadilan. 
Bagi keluarga korban, keingintahuan akan keberadaan anak dan keluarganya yang hilang menjadi sesuatu 
yang tidak dapat dikesampingkan meski rejim boleh berganti.

II.2. Konvensi bagi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa sinergis dengan hukum 
humaniter dan hukum pidana internasional

Konsepsi penghilangan paksa sebagai suatu tindak kejahatan juga diatur oleh hukum internasional 
lainnya, yaitu hukum humaniter (Konvensi-konvensi Jenewa dan Protokol-protokol Tambahannya) dan 
hukum pidana internasional (Statuta Roma).

17 Elemen perampasan kemerdekaan (deprivation of liberty) di luar kehendak/kemauan (involuntary) si korban penting 
untuk membedakan kejahatan penghilangan paksa dengan praktik-praktik spionase/mata-mata di mana “seorang agen” secara 
sukarela ditahan atau masuk penjara untuk menginfiltrasi pihak musuh untuk mencari informasi tertentu.
18 Ini merupakan konsekuensi dari karakter suatu perjanjian di mana subyek hukumnya adalah Negara. Di tempat lain, 
hukum humaniter (Konvensi-konvensi Jenewa dan Protokol-protokol Tambahannya) dan hukum pidana internasional (Statuta 
Roma) mencakup pula pelaku aktor-aktor non-negara (non-state actors).
19 Nowak, op cit, supra note no. 14, hal. 22 dan Laporan UN Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances, 
Addendum, Best Practices on Enforced Disappearances in Domestic Criminal Legislation, A/HRC/16/48/Add.3, 28 Desember 2010, 
paragraf 19, hal. 6.
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Dalam konteks hukum humaniter internasional yang tersedia dalam Empat Konvensi Jenewa (Four Geneva 
Conventions) tahun 1949 dan dua Protokol Tambahan (Additional Protocols) tahun 197720  juga masih 
tersedia suatu celah (gap). Dalam hukum humaniter tersebut, pihak-pihak yang harus dilindungi di masa 
konflik bersenjata - internasional maupun non-internasional - adalah para pengungsi (refugees), jurnalis, 
orang tanpa kewarganegaraan (stateless persons), atau kategori lain yang harus masuk dalam status “orang 
yang dilindungi (protected person)” yang ketika mereka jatuh ke tangan pihak yang lain yang berlawanan 
di mana mereka bukan menjadi warga negaranya.21  Lebih lanjut, menurut hukum humaniter internasional 
tersebut, ketentuan perlindungan - terkait isu penghilangan paksa - bagi mereka yang dikategorikan 
sebagai “orang-orang sipil dan penduduk sipil (civilians dan civilian population)” mencakup jaminan hak 
hidup, bebas dari penyiksaan, jaminan kebebasan personal, hak atas fair trial, kehidupan berkeluarga, hak 
keluarga untuk mengetahui kerabatnya, dan hak anak. 

Namun demikian, hukum humaniter internasional memiliki karakter yang berbeda dengan hukum hak asasi 
manusia internasional. Paling tidak terdapat tiga hal yang berbeda: hukum humaniter merupakan ketentuan 
khusus yang berlaku hanya pada situasi konflik bersenjata; ketentuan hukum humaniter mengikat baik 
kepada aktor-aktor negara maupun aktor non-negara yang terlibat dalam konflik bersenjata; dan hukum 
humaniter tidak mengenal pembatasan (derogasi) hak-hak.22  Selain perbedaan karakter dari dua hukum 
internasional tersebut, dalam perspektif hukum humaniter tidak dikenal terminologi ”penghilangan paksa 
(enforced disappearances)”. Dalam kosa kata hukum humaniter lebih dikenal dengan istilah ”orang hilang 
(the missing/missing persons)” di mana cakupan konseptualnya lebih luas; orang yang hilang di masa 
konflik bersenjata bisa disebabkan oleh berbagai faktor (dan motivasi) yang jauh lebih kompleks daripada 
konsep ”penghilangan paksa” menurut hukum hak asasi manusia internasional.23  

Satu-satunya definisi tentang penghilangan paksa yang jelas dan menyerupai definisi oleh Konvensi 
Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa ada pada Statuta Roma tentang Pengadilan 
Pidana Internasional (Rome Statute of the International Criminal Court) yang  diadopsi pada Juli 1998 dan 
mulai berlaku (enter into force) pada Juli 2002.24  Statuta Roma ini merupakan kodifikasi hukum pidana 
internasional yang mengatur kejahatan-kejahatan paling serius di bawah hukum internasional, yang 
juga mencakup pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan sistematik.25  Dari sejak awal pembahasan 
panjang rancangan Statuta Roma ini, berbagai kelompok hak asasi manusia, termasuk komunitas keluarga 
korban penghilangan paksa (FEDEFAM, Asosiasi Keluarga Korban Penghilangan Paksa Amerika Latin) 

20 Instrumen-instrumen ini mengatur soal  perlindungan orang-orang dan barang-barang di masa konflik bersenjata -baik 
konflik antar-negara/internasioal maupun konflik internal di satu negara/non-internasional - yang tidak terkait permusuhan dari 
pihak-pihak yang bertikai. Rincian hukum humaniter internasional bisa dilihat di http://www.icrc. org/eng/resources/documents/
misc/party_main_treaties.htm. Indonesia sudah mengesahkan empat Konvensi Jenewa, namun belum mengesahkan satu pun 
Protokol Tambahannya.
21 Konvensi Jenewa Keempat, Pasal 4 dan Protokol Tambahan I, Pasal 50
22 Nowak, supra note no. 14, hal. 25. Sementara hukum hak asasi manusia internasional berlaku baik di masa konflik 
bersenjata maupun di masa damai, hanya mengikat aktor-aktor negara, dan memiliki ketentuan derogasi hak-hak tertentu 
(derogable rights).
23 Terdapat suatu kajian khusus terkait konsep “missing persons” dalam konteks situasi konflik bersenjata,  berdasarkan 
Resolusi Dewan HAM PBB 7/28, 28 Maret 2008. Hingga kini studi  tersebut sudah dua kali dikembangkan, UN Doc. A/HRC/
AC/6/2 dan UN Doc. A/HRC/16/70. Cakupan studi tersebut memang dijelaskan secara tegas berbeda dengan cakupan yang 
diatur oleh Konvensi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa.
24 Hingga kini negara-negara yang sudah mengesahkannya berjumlah 114 dan 34 sudah menandatangani. Indonesia 
belum mengesahkan dan menandatanganinya, namun rencana untuk ke arah tersebut sudah ada dan dicantumkan dalam RAN 
(Rencana Aksi Nasional) HAM 2004-2009. Hingga kini belum dikeluarkan RAN HAM yang baru. Sebagian kecil ketentuan dari 
Statuta Roma ini diadopsi menjadi UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM (dua tipe pelanggaran HAM yang berat; genosida 
dan kejahatan terhadap kemanusiaan, di mana salah satu elemennya adalah penghilangan orang secara paksa).
25 Kodifikasi hukum pidana internasional mulai dilakukan pada Pengadilan (Militer) Nuremberg dan Tokyo untuk 
mengadili penjahat perang dan pelaku kejahatan kemanusiaan yang terjadi selama era Perang Dunia II, dan dikembangkan 
lebih lanjut berdasarkan pengalaman Pengadilan Pidana Internasional untuk Negara-negara Bekas Yugoslavia (International 
Criminal  Tribunal for the Former Yugoslavia, ICTY) dan Rwanda (International Criminal  Tribunal for Rwanda, ICTR).
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mengajukan proposal bahwa penghilangan paksa merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. 26 

Penghilangan paksa akhirnya masuk dalam Statuta Roma sebagai [Pasal 7(i)] salah satu elemen kejahatan 
dari kategori kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity). Namun perlu dicatat bahwa 
penghilangan orang secara paksa (enforced disappearance of persons) sebagai salah satu elemen kejahatan 
terhadap kemanusiaan (crimes against humanity) harus dilakukan “sebagai bagian dari serangan yang 
meluas atau sistematik diarahkan terhadap suatu penduduk sipil dengan pengetahuan atas serangan 
tersebut”.27  Ketentuan ini menjelaskan bahwa cakupan kejahatan (penghilangan paksa) dalam juridiksi 
Mahkamah Pidana Internasional (ICC) hanya yang terjadi dalam situasi khusus (mencakup masa perang 
maupun damai) atau memiliki suatu “elemen kontekstual (contextual elements)”, yaitu yang dilakukan secara 
meluas atau sistematik diarahkan terhadap suatu penduduk sipil, dan pelakunya punya pengetahuan 
akan serangan tersebut. Sudah terdapat 45 Negara di dunia yang melakukan kodifikasi di tingkat nasional 
kejahatan penghilangan paksa yang bersifat sistematik dan meluas semacam ini, termasuk Indonesia 
dengan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Jumlah ini jauh melampaui kodifikasi 
“kejahatan penghilangan paksa yang biasa”.28  Jurisdiksi ICC tidak bisa menjangkau tindakan-tindakan 
kejahatan penghilangan paksa yang tidak tercakup dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan (tidak 
yang bersifat meluas atau sistematik yang diarahkan terhadap suatu penduduk sipil). Selain itu jurisdiksi 
ICC menjangkau tanggung jawab individual di mana pelakunya juga mencakup aktor-aktor non-negara, 
yang dalam Statuta Roma disebut sebagai ”organisasi politik (political organisation)”.29 

Konvensi bagi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa sendiri menegaskan (Pasal 5) 
“praktik penghilangan paksa yang meluas atau sistematik merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, 
sebagaimana didefinisikan dalam hukum internasional yang berlaku dan akan menarik konsekuensi-
konsekuensi yang diatur dalam hukum internasional yang berlaku tersebut”. Artinya, secara implisit 
Konvensi ini mengakui adanya pembedaan antara tindakan-tindakan penghilangan paksa dengan 
praktik penghilangan paksa yang meluas atau sistematik yang masuk dalam kategori kejahatan terhadap 
kemanusiaan. 

Selain itu, Pasal 1 (2) dari Konvensi ini juga menegaskan bahwa hak untuk tidak dihilangkan secara paksa 
merupakan “non-derogable rights”, hak yang tidak bisa dikurangi dan dibatasi dalam situasi darurat apapun, 
termasuk di masa perang atau konflik bersenjata (internasional dan non-internasional). Dalam konteks 
ini Konvensi bagi Perlindungan Semua Orang Dari Penghilangan Paksa menunjukan sinergisitas dengan 
hukum humaniter dan hukum pidana Internasional.

Referensi yang mengikat secara hukum terikat dengan “hak untuk mengetahui kebenaran” boleh jadi hanya 
terdapat pada Pasal 32 Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 1977 yang menetapkan “hak keluarga untuk 
mengetahui nasib keluarganya”. Pengaturan hak untuk mengetahui kebenaran dalam Konvenssi menjamin 
penerapan yang lebih luas ketimbang Protokol Tambahan 1977, terutama dalam 3 (tiga) aspek:

26 Nowak, op cit, supra note no. 14, hal. 28.
27 Statuta Roma Pasal 7(1). Uraian resmi mengacu pada bahasa Inggris: “For the purpose of this Statute, “crime against 
humanity” means any of the following acts when committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian 
population, with knowledge of the attack: …”
28 UN Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances, Addendum, Best Practices on Enforced Disappearances in 
Domestic Criminal Legislation, A/HRC/16/48/Add.3, 28 December 2010, para. 13, hal. 5.
29 Statuta Roma Pasal 7[2(i)]. Selain itu sejak tahun 2002, ICC mengembangkan suatu “Element of Crimes” untuk 
mengelaborasi penghilangan paksa sebagai suatu kejahatan kemanusiaan dengan suatu penjelasan  (yang agak problematik, 
di mana terdapat unsur motif dari pelaku yang “sadar bahwa tindakan penghilangan paksa tersebut ditujukan untuk membuat 
si korban berada di luar perlindungan hukum dalam masa yang lama  (prolonged period of time)”. Unsur intensi  atau niat pelaku 
untuk membuat korban di luar jangkauan perlindungan hukum cukup sulit dibuktikan; begitu pula membuktikan secara 
kuantitatif suatu periode waktu yang lama.
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Protokol Tambahan 1977 masuk dalam ranah hukum humaniter Internasional yang hanya 1. 
berlaku pada situasi konflik bersenjata;
Hak untuk mengetahui kebenaran berlaku bagi “setiap korban” dimana lebih luas daripada 2. 
“keluarga” sebagaimana diatur dalam Protokol Tambahan 1977;
Hak untuk mengetahui kebenaran tidak terbatas hanya pada ‘nasib’ orang yang hilang tetapi 3. 
juga situasi penghilangan paksa, kemajuan serta hasil proses penyelidikan dari penghilangan 
paksa tersebut.

II.3. Konvensi Internasional bagi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa memuat 
definisi korban dan hak-hak korban 

Konvensi bagi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa ini membuat terobosan baru dengan 
mendefinisikan “setiap individu yang telah mengalami kerugian sebagai akibat langsung tindakan 
penghilangan paksa juga sebagai korban”. 30 Anggota keluarga atau kerabat korban dan terkadang lingkaran 
komunitas yang lebih luas dapat dinyatakan sebagai korban baik karena kesedihan yang mendalam atau 
ketidakpastian yang melingkupi penghilangan tersebut, ataupun teror dan ketakutan akan keberulangan. 
Artinya, konvensi ini mengakui keluarga korban yang juga mengalami penderitaan sebagai kategori 
korban secara independen. Pasal 24 (1) dari Konvensi ini berbunyi:

“Untuk tujuan Konvensi ini, “korban” berarti orang yang hilang atau setiap individu yang 
telah mengalami kerugian sebagai akibat langsung dari tindakan penghilangan paksa”. 

Versi resmi dalam bahasa Inggris:

“For the purposes of this Convention, “victim” means the disappeared person and any 
individual who has suffered harm as the direct result of an enforced disappearance”. 

Definisi korban yang luas ini tidak pernah secara eksplisit diatur oleh suatu instrumen hak asasi manusia 
internasional dan hanya diatur oleh suatu instrumen yang bersifat tidak mengikat secara hukum, yakni 
“Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of 
International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law”. 31 Definisi ini 
dikembangkan menjadi ketentuan Konvensi berdasarkan perkembangan putusan (case law) dari badan-
badan hak asasi manusia dan pengadilan-pengadilan internasional/regional. 32

Selain itu, upaya memperluas cakupan definisi korban juga berkembang lebih jauh lagi dengan 
mempertimbangkan eksistensi para pegiat hak asasi manusia (human rights defenders) yang 
memperjuangkan isu ini dan yang membantu para korban. Dalam praktiknya, para pegiat hak asasi 
manusia ini juga sering menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia yang baru akibat kerja-kerja 
advokasi mereka.33  Ini dijelaskan pada Pasal 24(7) dari Konvensi:

“Setiap Negara Pihak harus menjamin hak untuk membentuk dan berpartisipasi secara bebas 
dalam suatu organisasi atau asosiasi yang berusaha untuk mengetahui keadaan orang 
yang hilang secara paksa dan nasib orang yang hilang secara paksa, dan untuk memberikan 
bantuan kepada para korban yang hilang secara paksa”.

30 Konvensi bagi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa, Pasal 24(1).
31 Diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum PBB 60/147, 16 Desember 2005.
32 Nowak, op cit, supra note no. 14, hal. 33.
33 Laporan UN Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances, UN Doc. E/CN.4/2006/56, 27 December 2005, 
paragraf 35-36, hal. 14.
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Versi resmi dalam bahasa Inggris:

“Each State Party shall guarantee the right to form and participate freely in organizations 
and associations concerned with attempting to establish the circumstances of enforced 
disappearances and the fate of disappeared persons, and to assist victims of enforced 
disappearance”.

Menariknya klausula di atas masuk dalam Konvensi karena terjadinya pembunuhan atas Munir, tokoh hak 
asasi manusia Indonesia yang identik dengan isu penghilangan paksa. 34 

Selain mengatur soal definisi korban, Konvensi ini juga secara progresif menegaskan hak asasi (korban) 
yang belum pernah secara eksplisit tertera dalam instrumen hak asasi manusia internasional sebelumnya; 
hak untuk mengetahui kebenaran (right to know the truth). 35 Pasal 24(2) menegaskan hak atas kebenaran 
ini:

“Setiap korban memiliki hak untuk mengetahui kebenaran terkait dengan situasi 
penghilangan paksa, kemajuan dan hasil proses penyelidikan dan nasib orang yang hilang. 
Setiap Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan terkait dengan hal 
ini”.

Versi resmi dalam bahasa Inggris:

“Each victim has the right to know the truth regarding the circumstances of the enforced 
disappearance, the progress and results of the investigation and the fate of the disappeared 
person. Each State Party shall take appropriate measures in this regard”.

Sementara itu Negara, sebagai pemangku kewajiban hak asasi manusia (duty bearer), harus “mengambil 
langkah-langkah yang diperlukan” [Pasal 24 (3)] untuk “mencari, menemukan, dan melepaskan orang 
hilang, dan, dalam kasus korban sudah meninggal, untuk menemukan, menghormati, dan mengembalikan 
jasad atau sisa mereka”. Hak untuk mengetahui kebenaran ini juga muncul sebagai konsekuensi banyaknya 
“komisi kebenaran (truth commission)” yang didirikan untuk mengungkap suatu pelanggaran hak asasi 
manusia yang bersifat masif, termasuk praktik penghilangan paksa yang sistemik. 36 

34 Mereka yang terlibat dalam proses pembahasan rancangan Konvensi, salah satunya adalah AFAD - organisasi keluarga 
korban orang hilang di Asia Pasifik di mana Munir merupakan presidennya saat terbunuh - menyebutnya sebagai “klausa Munir” 
karena ketentuan ini memang diusulkan untuk mencegah kejadian serupa.
35 Konsepsi hak atas kebenaran ini merupakan hasil evolusi hukum hak asasi manusia internasional dalam konteks hak 
atas pemulihan (right to effective remedy), konsep yang eksplisit ada di dalam Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik 
(ICCPR) Pasal 2(3), dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia yang sistematik dan berat. Tersedia kajian khusus soal hak 
atas kebenaran ini: E/CN.4/2006/91, 8 Februari 2006 dan A/HRC/15/33, 28 Juli 2010. Hak atas kebenaran ini harus dibedakan - 
meski memiliki tumpang tindih peran - dengan hak atas informasi dalam konteks ICCPR Pasal 19. Hak atas informasi sebagai 
bagian dari hak berekspresi, mencari, menerima, dan menyampaikan informasi masuk dalam kategori derogable rights, hak-hak 
yang bisa dibatasi dan dikurangi dalam situasi darurat tertentu. Sementara itu hak atas kebenaran sebagai bagian dari hak atas 
pemulihan (right to effective remedy) tidak bisa dibatasi atau dikurangi dalam situasi apa pun. Lihat Study on the Right to the 
Truth, E/CN.4/2006/91, 8 Februari 2006,  paragraf 42-44, hal. 12.
36 Komisi non-yudisial ini telah didirikan di puluhan negara paska-konflik atau pasca-rezim otoritarian, dengan mandat 
yang beragam. Komisi kebenaran di banyak negeri Amerika Latin secara khusus didirikan untuk menyelesaikan masalah 
penghilangan paksa yang sistematik. Dari berbagai perbedaan yang ada, mandat umumnya adalah: fokus pada kejahatan 
massif yang terjadi di masa lalu (di masa rezim otoriter atau di masa konflik internal bersenjata); fokus pada upaya mencari pola 
kejahatan; dan bersifat non-permanen (ada kurun waktu tugas). Umumnya hasil rekomendasi dari komisi kebenaran ini –dalam 
konteks penghilangan paksa- mengikat agensi–agensi negara untuk melakukan upaya pencarian keberadaan orang yang 
masih hilang dan pengakuan tanggung jawab (maaf ) negara secara resmi. Lihat Office of the United Nations High Commissioner 
of Human Rights, Rule-of-Law Tools for Post-Conflict States; Truth Commissions, New York dan Geneva, 2006, http://www.ohchr.org/
Documents/Publications/RuleoflawTruthCommissionsen.pdf,  hal. 1 dan Priscilla Hayner, Unspeakable Truths. Confronting State 
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Selain hak untuk mengetahui kebenaran, korban dalam Konvensi ini juga berhak atas “pemulihan dan 
kompensasi yang wajar dan adil secara cepat” [Pasal 24(4)], yang mencakup “aspek material atau psikologi” 
dalam bentuk “restitusi; rehabilitasi; kepuasan, termasuk pemulihan martabat dan reputasi; dan jaminan 
untuk tidak akan menglami hal yang sama” [Pasal 24(5)].

Lebih lanjut dalam memperhatikan nasib para anggota keluarga orang hilang, Konvensi ini [Pasal 24(6)] 
juga membebankan Negara Pihaknya, dalam konteks belum selesainya penyelidikan nasib orang hilang, 
suatu kewajiban untuk “mengambil langkah-langkah yang diperlukan berkaitan dengan situasi hukum 
orang hilang yang nasibnya masih belum jelas dan anggota keluarga mereka, dalam hal kesejahteraan 
sosial, masalah keuangan, peraturan rumah tangga, dan hak milik pribadi”. 

Ketentuan ini menjelaskan bagaimana negara harus memastikan bahwa hak-hak perdata dari keluarga 
orang hilang terjamin agar mereka punya akses terhadap hak-hak ekonomi, sosial, sipil-politik, dan budaya. 
Seringkali istri dan anak dari orang hilang tidak bisa mengakses hak waris, program ekonomi tertentu 
(yang membutuhkan otorisasi kepala keluarga laki-laki), dan sebagainya karena status keperdataan suami 
atau ayahnya tidak jelas, mengingat umumnya pihak keluarga menolak status “mati” bagi orang hilang.

II.4. Pengesahan Konvensi merupakan kewajiban preventif Negara

Konvensi ini juga memiliki ketentuan-ketentuan panduan bagi Negara-Negara Pihaknya untuk melakukan 
upaya pencegahan terjadinya praktek penghilangan paksa di bawah juridiksinya masing-masing. Upaya 
itu antara lain:

Pertama, upaya preventif terpenting adalah dengan menetapkan, di dalam mekanisme hukum pidana 
domestik, penghilangan paksa - khususnya yang dipraktekan sebagai kejahatan individual (bukan yang 
bersifat sistematik atau meluas) - sebagai suatu tindak pidana (Pasal 4).37  Kodifikasi penghilangan paksa 
dalam sistem pidana domestik ini penting sebagai dasar untuk mencegah terjadinya praktek impunitas.38  
Untuk melengkapi kodifikasi penghilangan paksa ke dalam kitab pidana (penal code) nasional, Konvensi 
ini memiliki beberapa pasal pelengkap penting lainnya, yaitu: 

Menetapkan bahwa kejahatan penghilangan paksa sebagai kejahatan dalam sistem hukum  �
pidananya (Pasal 4) dan bukan merupakan suatu kejahatan politik [(Pasal 13 (1)] dan Pelaku 
kejahatan ini harus dihukum dengan mempertimbangkan berbagai faktor meringankan atau 
memberatkan  (Pasal 7). Pelaku yang bisa dikenai tanggung jawab pidana adalah mereka 
yang ”ikut melakukan, memerintahkan, mengajak, membujuk, melakukan percobaan, 
ikut terlibat atau berpartisipasi dalam kejahatan penghilangan paksa” [Pasal 6 (1 a)]; 

Menerapkan pertanggungjawaban pidana pihak atasan ( � superior order) bagi kejahatan 
penghilangan paksa. Seorang atasan bisa dikenai pertanggungjawaban pidana bila: atasan 
tersebut mengetahui atau mengabaikan informasi anak buahnya akan melakukan kejahatan 
tersebut; menjalankan tanggung jawab dan pengawasan efektif akan segala aktivitas berkenaan 
dengan tindak kejahatan tersebut; dan gagal mengambil langkah-langkah yang perlu terkait 

Terror and Atrocity,  Routledge, New York and London, 2001, hal. 14.
37 Suatu Studi dibuat oleh UN Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances tentang hal ini,  Best Practices on 
Enforced Disappearances in Domestic Criminal Legislation, UN Doc. A/HRC/16/48/Add.3, 28 Desember 2010, hal. 6-10.
38 Yang perlu dipertimbangkan dalam mengadopsi ketentuan Pasal 2 (definisi) dan Pasal 4 (kodifikasi di tingkat nasional) 
dari Konvensi ini adalah perbedaan karakter antara hukum HAM internasional (mengikat hanya untuk aktor negara) dengan 
hukum pidana nasional (mengikat untuk aktor negara dan non-negara). untuk itu diperlukan suatu modifikasi definisi pelaku 
kejahatan penghilangan paksa dalam sistem hukum pidana nasional . Lihat Scovazzi dan Citroni, op cit, supra note no. 6, hal. 280-
282.
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kewenangannya untuk mencegah atau gagal membawa kasus penghilangan secara paksa 
kepada pihak yang berwenang untuk diselidiki dan dituntut secara hukum [Pasal 6 (1 b)]; 

Menetapkan waktu kadaluwarsa  ( � statute of limitation) yang panjang dari kejahatan penghilangan 
paksa mengingat adanya karakter berkelanjutan dan dimensi seriusnya kejahatan ini (Pasal 8);  

Adanya mekanisme untuk menerima pengaduan dugaan penghilangan paksa [Pasal 12 (1)]; �
Larangan atas penahanan rahasia dan  kewajiban untuk memberikan informasi kepada keluarga  �
atau kerabat dari orang yang ditahan (Pasal 17-22). Z

Kedua, mengingat kejahatan penghilangan paksa sebagai kejahatan serius di dalam hukum internasional, 
Konvensi ini memberikan mandat kepada Negara-Negara pihaknya untuk menerapkan prinsip juridiksi 
universal (universal jurisdiction), meski tidak dalam bentuk yang paling sempurna. Ketentuan ini memberikan 
mandat kepada Negara Pihaknya untuk bisa mengadili pelaku kejahatan terlepas kewarganegaraan 
pelaku, kewarganegaraan korban, dan tempat terjadinya kejahatan dan bila tidak, bisa mengekstradisinya 
ke negara lain yang bersedia mengadilinya (Pasal 9, 10, dan 11);

Ketiga, Konvensi ini juga mensyaratkan Negara-Negara Pihaknya untuk  mengadopsi  prinsip  non-refoulement 
dalam sistem hukum domestiknya, yaitu larangan untuk mengekstradisi seseorang bila ia diduga kuat bisa 
menjadi korban penghilangan paksa di negara pemintanya (Pasal 16). Selain itu Negara-Negara Pihak juga 
harus menjadikan kejahatan penghilangan paksa sebagai kejahatan yang bisa diekstradisi dan untuk itu 
harus diatur dalam hukum perjanjian ekstradisi negara bersangkutan (Pasal 13);

Keempat,  Konvensi ini memberikan landasan bagi Negara-Negara Pihaknya untuk saling melakukan 
kerja sama dalam menemukan keberadaan orang hilang dan upaya penegakan hukum atas kejahatan 
penghilangan paksa (Pasal 14 dan 15);

Kelima, Konvensi ini menyerukan Negara-Negara Pihaknya untuk melakukan pendidikan bagi aparat 
penegak hukum, sipil atau militer, petugas kesehatan, pejabat publik, dan orang lain yang mungkin terlibat 
dalam sistem penahanan (Pasal 23);

Keenam, Konvensi menegaskan pentingnya menjamin hak-hak anak yang menjadi korban praktek 
penghilangan paksa, berdasarkan kepentingan terbaik bagi diri mereka (Pasal 25). 

II.5. Pengesahan Merupakan kewajiban korektif Negara

Selain menyediakan panduan untuk upaya preventif terjadinya praktik penghilangan paksa, Konvensi ini 
juga memiliki arahan akan suatu mekanisme koreksi bila terjadi penghilangan paksa. Kewajiban korektif 
dari Negara-Negara Pihak bila terjadi suatu praktik penghilangan paksa menurut Konvensi ini adalah:

Pertama, kewajiban untuk melakukan investigasi bila ada dugaan terjadinya penghilangan paksa dan 
membawa mereka yang bertanggung jawab ke pengadilan (Pasal 3). 

Kedua, investigasi harus dilakukan bila ada dugaan kuat telah terjadi kejahatan bahkan tanpa adanya 
laporan pengaduan [Pasal 12 (1)].

Ketiga, adanya hak dari setiap orang yang memiliki kepentingan sah  seperti keluarga, kerabat, atau 
penasehat hukumnya untuk mendapatkan  informasi terkait dirampasnya kemerdekaan atas orang yang 
diduga dihilangkan (Pasal 18).
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Keempat, Konvensi ini secara eksplisit mensyaratkan Negara-Negara Pihaknya untuk menyediakan 
mekanisme pemulihan bagi para korban yang didefinisikan secara luas. Hak-hak tersebut mencakup hak 
(keluarga) korban untuk: 

Mengetahui kebenaran terkait peristiwa penghilangan paksa,  kemajuan dan proses  �
investigasi, dan yang terpenting nasib dari orang hilang, baik dalam kondisi hidup 
maupun sisa-sisa jasad mereka bila ditemukan sudah meninggal [Pasal 24 (2 dan 3)]; 

Mendapatkan pemulihan material maupun mental (hak atas reparasi) yang bisa berbentuk  �
“kompensasi, restitusi, rehabilitasi, kepuasan, termasuk pemulihan martabat dan reputasi, dan 
jaminan untuk tidak akan menglami hal yang sama” [Pasal 24 (4 dan 5)]. 
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BAB III:  
     ASPEK KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN DISAHKANNYA KONVENSI INTERNASIONAL BAGI 

PERLINDUNGAN SEMUA ORANG DARI PENGHILANGAN PAKSA

Konvensi merupakan salah satu perangkat hukum Internasional yang memiliki dampak luar biasa seperti 
halnya hukum nasional yang berlaku di setiap negara. Namun, sebelum Konvensi tersebut mengikat secara 
hukum (legally binding), Negara harus mengesahkannya. Setelah Negara tunduk pada konvensi, Negara 
memiliki kewajiban untuk mengharmonisasikannya ke dalam peraturan perundang-undangan nasional. 

Untuk Konvensi Internasional bagi Perlindungan Semua Orang dari tindakan Penghilangan orang secara 
Paksa, sejak diadopsi pada tahun 2006, saat ini baru 88 Negara yang menandatangani termasuk Indonesia, 
namun baru 29 Negara yang kemudian mengesahkannya.39  

III.1. Keuntungan Mengesahkan Konvensi Internasional bagi Perlindungan Semua Orang dari 
Penghilangan Paksa

Hingga saat ini, belum ada seorang pelaku yang diduga terlibat dalam peristiwa penghilangan paksa 
yang diadili atas perbuatannya. Para pelaku justru kini menduduki jabatan penting di pemerintahan. 
Disahkannya konvensi ini, maka tidak ada seorang pun yang dapat terhindar dari penghukuman atau 
pengadilan atas apa yang telah diperbuatnya, meski pelaku adalah aparat pemerintah sekalipun. 

Hal tersebut dapat menjadi ruang untuk memberikan kepastian hukum bagi korban dan keluarga korban 
terbuka luas. Dalam kasus-kasus penghilangan orang secara paksa, kepastian hukum memberikan kepastian 
akan keberadaan/status korban, kepastian hukum tentunya juga penting bagi masyarakat untuk terhindar 
dari segala bentuk tindakan penghilangan secara paksa, mencegah keberulangan praktek penghilangan 
paksa dan sekaligus menjadi bentuk pengakuan bahwa praktek penghilangan paksa adalah kejahatan 
kemanusiaan yang serius.

Apalagi saat ini belum ada Negara di Asia Tenggara yang telah meraitifikasi Konvensi ini sehingga menjadi 
peluang bagi Indonesia sebagai Negara pertama di Asia Tenggara yang telah menandatangani Konvensi 
Internasional bagi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa. Pengesahan ini membuktikan 
bahwa pemerintah Indonesia memang memiliki komitmen yang tinggi untuk mendorong dan menegakkan 
HAM serta berupaya untuk mendorong terciptanya reformasi penegakan hukum di Indonesia. Tak hanya 
itu, citra Indonesia akan semakin baik di mata dunia, apalagi setelah Indonesia juga menjadi tuan rumah 
ASEAN pada tahun ini dan dan kembali terpilih untuk menjadi Ketua Dewan HAM yang menunjukkan 
nama Indonesia diperhitungkan di mata Internasional.

Disahkannya konvensi ini juga menunjukkan Pemerintah Indonesia memiliki komitmen terhadap pemenuhan 
hak-hak korban seperti hak keadilan, hak kebenaran, hak reparasi dan jaminan ketidakberulangan. Selain 
itu, pengesahan akan memperkuat inisiatif-inisiatif yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia di tingkatan 
Regional maupun Internasional yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak, akan membantu implementasi 
rekomendasi Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) RI – Timor Leste.40  

39 Lihat http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-16&chapter=4&lang=en
40 Lihat Pasal 25 Konvensi dan rekomendasi Komisi Kebenaran dan Persahabatan RI-TL (”Per Memoriam ad Spem”), 2008, 
hal. 331.
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III.2. Kerugian Tidak Mengesahkan  Konvensi Internasional bagi Perlindungan Semua Orang dari 
Penghilangan Paksa

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa tindakan penghilangan paksa terjadi atas adanya keterlibatan 
penguasa/negara. Belajar dari peristiwa masa lalu, meski kini pelaku penghilangan paksa tersebut sudah 
tidak menjabat posisinya tetapi pelaku masih memiliki posisi strategis di pemerintahan dan reward-reward 
lainnya yang akan terus diberikan. Tanpa mengesahkan Konvensi ini, maka upaya untuk melakukan 
penegakkan hukum bagi pelaku penghilangan paksa tidak dapat terwujud. Hal itu berarti praktek impunitas 
akan terus terjadi sepanjang tidak ada suatu mekanisme hukum yang diberlakukan untuk kasus-kasus 
penghilangan paksa. 

Tidak hanya itu, Indonesia juga diketahui telah meratifkasi sejumlah instrumen HAM Internasional. Dengan 
tidak mengesahkan Konvensi Internasional bagi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa 
menunjukkan bahwa Indonesia tidak sungguh-sungguh ingin menegakkan hukum dan HAM khususnya 
pada tindakan penghilangan orang secara paksa, apalagi mengingat peristiwa penghilangan paksa pernah 
terjadi di Indonesia sebelumnya. 

III.3. Peluang Pengesahan Konvensi Internasional bagi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan 
Paksa

Ada beberapa hal yang dapat dijadikan peluang bagi pemerintah untuk mengesahkan Konvensi 
Internasional bagi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa,  diantaranya:

Keinginan untuk mengesahkan konvensi ini sesungguhnya telah cukup lama muncul, sebagaimana 1. 
pernah disampaikan oleh mantan Menteri Hukum dan HAM, Hamid Awaluddin, pada 12 
Maret 2007 dalam pidato di High Level Segment Dewan HAM PBB. Menkumham menyatakan 
bahwa pemerintah RI akan mengesahkan konvensi ini. Selain itu, beberapa institusi negara 
maupun individunya seperti Kementerian Hukum dan HAM RI, Menteri Hukum dan HAM RI, 
Komisi III DPRI RI serta Komnas HAM RI sudah menyatakan komitmen dan dukungannya untuk 
mengesahkan Konvensi Internasional bagi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa.   

Hingga saat ini, sudah 88 negara yang menandatangani Konvensi (termasuk Indonesia) dan 
dari jumlah negara tersebut, 20 negara sudah mengesahkan, dimana Irak adalah negara 
yang ke 20 yang telah mengesahkan Konvensi tersebut pada 23 November 2010.41  Praktis, 
Konvensi ini tentunya akan segera berlaku (enter into force) pada 23 Desember 2010. 

Dikeluarkannya 4 (empat) rekomendasi Pansus DPR RI yang dikeluarkan pada 28 September 2009, 2. 
yang berisi :

(Merekomendasikan kepada Presiden untuk membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc;•	
Merekomendasikan kepada Presiden serta segenap institusi pemerintah serta pihak-pihak terkait •	
untuk segera melakukan pencarian terhadap 13 orang yang oleh Komnas HAM masih dinyatakan 
hilang;
Merekomendasikan kepada Pemerintah untuk merehabilitasi dan memberikan kompensasi •	
terhadap keluarga korban yang hilang;
Merekomendasikan kepada Pemerintah agar segera mengesahkan Konvensi Anti Penghilangan •	
Paksa sebagai bentuk komitmen dan dukungan untuk menghentikan praktik Penghilangan Paksa 
di Indonesia.

41 Kini Konvensi ini telah ditandatangani oleh 88 negara dan sebanyak 29 negara telah mengesahkannya (http://treaties.
un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-16&chapter=4&lang=en), diakses 9 Agustus 2011
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Hal yang sama tertuang dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2011 – 2014 yang 3. 
telah mengagendakan mengesahkan terhadap konvensi ini. Inisiatif-inisiatif tersebut dapat menjadi 
peluang bagi pemerintah untuk segera mengesahkan Konvensi Internasional tersebut. 
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BAB IV:
PENUTUP

Pentingnya Konvensi Internasional bagi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa sebagai suatu 
Instrumen Hukum Internasional untuk segera disahkan karena Konvensi ini dapat mencegah terulangnya 
peristiwa yang sama di kemudian hari. Kebutuhan ini didasari oleh banyaknya kasus penghilangan paksa 
yang terjadi di Indonesia pada masa lalu.

Kebutuhan untuk segera mengesahkan Konvensi ini juga merupakan fungsi preventif dan korektif yang 
harus dilakukan Negara. Fungsi preventif dimaksudkan tidak saja agar Pemerintah Indonesia mengakui 
dan memasukkan penghilangan paksa sebagai tindak pidana dalam mekanisme hukum pidana domestik 
tetapi juga menerapkan prinsip mekanisme jurisdiksi universal (unversal jurisdiction), mengadopsi prinsip 
non-refoulement dalam sistem hukum domestiknya, saling melakukan kerja sama dalam menemukan 
keberadaan orang hilang dan upaya penegakan hukum atas kejahatan penghilangan paksa, melakukan 
pendidikan bagi aparat penegak hukum, sipil atau militer, petugas kesehatan, pejabat publik, dan orang 
lain yang mungkin terlibat dalam sistem penahanan serta menjamin hak-hak anak yang menjadi korban 
praktek penghilangan paksa, berdasarkan kepentingan terbaik bagi diri mereka.

Sedangkan fungsi korektif dimaksudkan agar Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk melakukan 
investigasi bila ada dugaan terjadinya penghilangan paksa dan membawa mereka yang bertanggung 
jawab ke pengadilan meski tanpa adanya pengaduan, memberikan informasi kepada keluarga maupun 
penasehat hukum korban penghilangan paksa terkait dirampasnya kemerdekaan atas orang yang diduga 
dihilangkan dan menyediakan mekanisme pemulihan bagi para korban seperti kompensasi, restitusi, 
rehabilitasi, kepuasan, termasuk pemulihan martabat dan reputasi, dan jaminan untuk tidak akan 
mengalami hal yang sama. 

Indonesia yang memiliki komitmen untuk mendorong dan menegakkan hak asasi manusia harus 
menunjukkan kesungguhannya dengan mengesahkan Konvensi ini. Ditambah posisi Indonesia yang 
juga merupakan anggota Dewan HAM PBB membuktikan bahwa Indonesia memiliki itikad baik, tidak saja 
untuk menghapus praktek impunitas dan memberikan kepastian hukum tetapi juga mewujudkan adanya 
reformasi dalam penegakkan HAM. Belum adanya Negara di Asia Tenggara yang telah mengesahkan 
Konvensi Internasional bagi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa menjadi satu peluang 
yang baik bagi Indonesia untuk menaikkan citranya di mata Internasional apalagi setelah Indonesia 
juga menjadi tuan rumah ASEAN pada tahun ini. Pengesahan juga membuktikan keberpihakan Negara 
kepada korban dan keluarga korban dalam pencegahan dan penuntasan kasus penghilangan paksa di 
Indonesia.

Peluang untuk mengesahkan Konvensi ini telah diwujudkan Pemerintah Indonesia dengan memasukkan 
draft pengesahan Konvensi Internasional ini ke dalam RANHAM 2011 – 2014. Tidak hanya itu, 
adanya 4 (empat) rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pansus DPR, dimana dalam point keempatnya 
merekomendasikan kepada Pemerintah agar segera mengesahkan Konvensi Anti Penghilangan Paksa 
sebagai bentuk komitmen dan dukungan untuk menghentikan praktik Penghilangan Paksa di Indonesia 
tentunya harus ditindaklanjuti secara konkrit. 




